



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Tindak Pidana Pengelapan dengan Pemberatan yang unsurnya yaitu unsur kesengajaan, unsur melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu. Dengan demikian, kasir dapat dikwalifisir sebagai orang yang menguasai barang karena jabatannya sebagai kasir perusahaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn adalah sudah tepat, yaitu pembuktian terhadap unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta alat bukti petunjuk. Semua alat bukti tersebut saling berkesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya.
3. Pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdnadalah sudah tepat, yaitu pertimbangan hukum yang menyimpulkan bahwa unsur barang siapa dan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 184 KUHAP.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran terkait temuan penelitian ini, antara lain:
1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengatur mekanisme restitusi dan pengembalian kerugian yang lebih tegas dan prosedural, sehingga kerugian perusahaan dan pihak terkait dapat diminimalisir.
2. Hakim hendaknya memastikan bahwa semua unsur tindak pidana penggelapan, seperti niat jahat (mens rea), penguasaan atas barang atau uang, dan perbuatan menggelapkan, dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui bukti-bukti yang kuat dan relevan.
3. Disarankan kepada majelis hakim agar dalam memberikan pertimbangan putusan, mempertimbangkan secara lengkap dan obyektif semua unsur dan bukti yang ada, serta menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar adil, berdasar hukum, dan mampu memberikan efek jera yang tepat.
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